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WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVI.NSI SUMATERA 8ELATA5

FERA7UFAN DAERAH KOTA PAG AR ALAM

NOMOR 5 TAHUN — C 2

N'T.AN Lr

PEXCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 7AKUN 21»1~ 7EN7ANG 1Z1N
US.AHA PENUMPUKAN KAYU DAN' KASIL KU7AN BUKAN KAYU

PADA DEPOT A7AU KIOS

DENGAN RAHMA7 7UHAN YANG MAHA ESA

Meni

Vi'AL! KOTA PAGAR AGAM.
a. behva berdasarkar Persturar ?emerir.*.ah Ncmcr 1«

Tahur 2116 cencarg Rerangka: Daerah sebagamana
:e A. cuuhah der.ean Perarurar. Pemehr:ah N:m:r "I
.cj.' js. 2 Z 19* ‘.r.‘_3j".- Ptr-ichir.

Pentrir.tah .Ncmcr 1» Tahur. 2116 tertang Perar.gka:
Daerah, Kehuranan merrra
yanr hanva dio’xncrukan 1:eraha Daerah Previns::

- vah.Ts a berdasarkar. rerimh-ar.ear. sebazamraca
zimaksuo paca huruf a. per'.u mer.etapkan Perarurar.
Daerah tentar.z Per.cabutar Perarurar. Daerah N:m:r
*7 i s ^ ^ -- ‘.entar.z Irlr. Us=_- rr

car. Hash Hutar. Bukar. Kayu paca hepc:atau Kies;

Mer.gmgat 1 D - c'' ’ M *.. rc.Sc- . “ c; • . . u asar l::aa
Republik Indonesia Tahun 19-5.

2. Ur.cang-Un.darg Nomcr -1 Talcur. 1999 tentar.z
Kehutanan Lembarar. Negara Rerublik Indonesia
Tahun 1999 Ncmcr 16". Tambahar Lenbarar Negara
Republik Indonesia Nomor 3856 sebagaimar.a telah
diubah dengar Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentarg Cipta Kera (Lembarar Negara Republik
Indonesia Tahur 2020 Nomor 245, Tambahar
Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 6573!;
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Menetnpkan :

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Pagar Alam (Lcmbaran Negara

Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4115);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dcngan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
dan

WALI KOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 8
TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA PENUMPUKAN KAYU
DAN BASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA DEPOT ATAU
KIOS



ALPIAN MASKONI

dto

SEKRETARIS

SAMSUL BAHRI

dto
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Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Dacrah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Izin Usaha
Pcnumpukan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada
Depot atau Kios (Lembaran Dacrah Kota Pagar Alam Tahun
2004 Nomor 8 Seri E) , dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal lo 0«tMber 40.22

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 D«tmbtr £022

DAERAH KOTA PAGAR ALAM ,

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN
NOMOR 0

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM ,
PROVINS1 SUMATERA SELATAN 7-88/2022




